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Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pandangan ekonomi Islam 
terhadap sistem pelaksanaan gadai sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo 
Kabupaten Bone? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam 
beberapa submasalah atau pertanyaan, yaitu (1) Bagaimana mekanise pelaksanaan 
gadai sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, (2) Faktor-
faktor apakah yang mendorong masyarakat melakukan gadai sawah di Desa 
Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, (3) Bagaimana pandangan 
ekonomi Islam terhadap praktek gadai sawah di Desa talungeng Kecamatan 
Barebbo Kabupaten Bone. 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah: fenomenologis dan fiqih. Adapun sumber data penelitian ini 
adalah pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin). Selanjutnya, metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi,  
dan studi pustaka,. Lalu tenik pengolahan dan analisis yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif . 
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sistem pelakasanaan gadai di Desa 
Talungeng pada umumnya penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai 
(murtahin) untuk meminjam uang guna memenuhi kebutuhan dengan sawah 
sebagai barang jaminan. hak penguasaan/pemanfaatan sawah berada di tangan 
penerima gadai (murtahin) sampai pelunasan hutang. Pembayaran utang memiliki 
batasan waktu selama tiga tahun dan akadnya berakhir ketika penggadai (rahin) 
membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam. Adapun Faktor- faktor 
mendorong masyarakat melakukan gadai sawah disebabkan oleh beberapa 
keperluan seperti: untuk biaya pendidikan, modal usaha, dan biaya perawatan di 
rumah sakit. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah memenuhi rukun 
dan syarat gadai. Adapun praktik gadai yang dilakukan tanpa batas waktu dengan 
pengambilan manfaat sawah sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima 
gadai (murtahin) yang terjadi di Desa Talungeng tidak sah menurut Al-Qur’an, 
Al-Hadits dan Ijma’Ulama. 
 






A. Latar Belakang  
Agama Islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diturunkan Tuhan kepada 
Muhammad SAW. Sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-
hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tatacara 
kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, 
hubugan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan khaliq-Nya. Dan 
juga Manusia merupakan mahluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup 
dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri1. 
Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang 
membentuk pandangan hidup manusia. Islam hadir dalam bentuk garis-garis 
hukum yang global, yakni makna-makna tekstual yang umum, yang mampu 
memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia baik yang meliputi aspek 
ritual (ibadah) maupun sosial (mualamah). Dengan demikian akan dapat digali 
(diistimbat) berbagai pemecahan setiap masalah yang timbul dalam kehidupan 
manusia. 
Menjawab permasalahan yang timbul nampaknya peranan hukum Islam 
dalam era moderen dewasa ini sangat diperlukan dan tidak dapat lagi dihindarkan. 
Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan 
                                                             





berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat 
elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta dapat 
memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. 
Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar supaya hidup saling 
tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus 
menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa 
pemberian dan bisa berupa pinjaman. 
Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan 
sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur 
sebagai jaminan utangnya. Sehingga, apabila debitur itu tidak mampu melunasi 
pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut 
dalam Fiqih Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai2.  
Dalam masalah gadai, Islam telah mengaturnya dan disyariatkan dengan 
dasar Al-Qur’an, Hadits dan Ijma’ para Ulama. Diantara dalil Al-Qur’an 
diperbolehkannya sistem hutang piutang dalam gadai ialah firman Allah swt 
dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283.  
                          
                      
                                                             





                          
             
Terjemahnya: 
Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang 
penulis, Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertaqwa kepada Allah Tuhannya. Dan jangan kamu menyembunyikan 
kesaksian. Karena barang siapa menyembunyikannya, sesungguhnya 
hatinya kotor (berdosa) dan Allah maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.3 
Menurut bahasa, al-rahn berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan 
al habsu, yang artinya penahanan. Begitu pun jika dikatakan ”ni’matun rohinah” 
yang berarti karunia yang tetap dan lestari4. Menurut Ahmad Azhar Basyir gadai 
menurut istilah ialah : Menjadikan benda bernilai menurut pandangan syara’ 
sebagai tanggungan utang ; dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu 
seluruh atau sebagian utang dapat diterima5. 
Gadai atau rahn juga termasuk akad tabarru’(sukarela), upaya menolong 
dan membantu kesulitan orang lain. Dan bukan merupakan akad profit atau usaha 
mencari keutungan. Menurut heri sudarsono  gadai adalah suatu hak yang 
diperoeh seorang yang empuyai piutang atas suatu barang bergerak. 
                                                             
3Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Terbit Terang 
Surabaya,2002), h. 60. 
4 Sayyid sabiq, fikih sunnah, alih bahasa. H. Kamaluddin A. Marjuki, (Bandung: PT. Al-
Maarif, 1996), h.139 
5 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gada, Cet. Ke-2 




Sedangkan unsur-unsur gadai (rahn) adalah orang yang menyerahkan 
barang gadai disebut rahin, orang yang menerima (menahan) barang gadai disebut 
murtahin. Barang gadai disebut Marhun dan sigat akad. Dari pengertian tersebut 
dapat dipahami bahwa gadai adalah penahanan suatu barang atau jaminan atas 
utang, jika utang sudah dilunasi maka jaminan itu akan dikembalikan kepada yang 
punya. 
Di masyarakat Indonesia praktek gadai mengalami perkembangan yang 
sangat pesat karena mengadaikan benda (barang) baik yang bergerak maupun 
yang tidak bergerak merupakan jalan keluar bagi orang-orang yang membutuhkan 
bantuan. Dalam masyarakat adat sering terjadi suatu perbuatan untuk 
mengadaikan tanah. Di dalam hukum adat gadai tanah biasa dikenal dengan istilah 
jual gadai. Jual gadai merupakan penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, 
dengan ketentuan sipenjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan 
menebusnya kembali. Gadai tanah tidak dijelaskan dalam kitab undang-undang 
hukum perdata karena tanah merupakan benda tak bergerak dikategorikan dalam 
hipotik. 
Setelah Undang-Undang pokok agraria berlaku maka gadai diatur dalam 
PERPU No. 56 Tahun 1960 tentang “ PENETAPAN LUAS TANAH 
PERTANIAN”.  
Di dalam masyarakat Bugis Sulawesi Selatan sering kali terjadi transaksi 
utang piutang yang mana tanah dijadikan sebagai barang jaminan atas utang 




terdapat hal yang bisa menyebabkan penggadai (pemilik tanah) rugi, karena 
penerima gadai sering kali mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada uang 
yang dipinjamkan. 
Seperti halnya praktek gadai yang ditemukan di Desa Talungeng 
Kecamatan Barebbo Kabupaten yang dimana Dalam pelaksanaan sistem gadai 
kebanyakan masyarakat lebih memilih tanah produktif yang dapat langsung 
dimanfaatkan sebagai obyeknya. banyak yang terjadi di Desa itu, bahwa lahan 
pertanian yang dijadikan jaminan dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun 
sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai sebelum utang dari pemilik tanah 
lunas terbayar. Itulah sebabnya pihak pemberi pinjaman lebih menginginkan tanah 
produktif sebagai jaminan agar dapat memperoleh keuntungan dari tanah tersebut. 
Salah satu pemicu dari terjadinya praktek gadai tanah di daerah tersebut 
adalah  karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang 
melakukan gadai pada lahan pertanian adalah dari orang yang ekonominya rendah 
(tergolong miskin) sementara yang menerima gadai rata-rata dari orang kaya. 
Dalam praktek ini orang kaya mengambil sebuah keuntungan diatas keterdesakan 
ekonomi yang dialami oleh pihak pemberi gadai sehingga pemberi gadai bisa saja 
karena terpaksa akan merelakan terhadap barang jaminannya berupa lahan 
pertanian sawah untuk dikelola oleh orang kaya yang menerima gadai tersebut. 
Tentunya hal ini bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal 
praktek gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong menolong, 
sayangnya gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong 




memperbaiki hubungan sosial mereka terutama hubungan yang kaya dengan yang 
miskin, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad profit untuk mencari 
keuntungan. 
Masyarakat di Desa Talungeng lebih memilih alternatif untuk meminjam 
uang yang menurutnya lebih mudah dan cepat yaitu dengan cara menggadaikan 
tanah sawah miliknya dibanding meminjam uang di bank. Dengan pertimbangan 
bahwa, untuk meminjam uang di bank harus melalui berbagai persyaratan hingga 
membutuhkan proses yang lebih lama untuk mendapatkan uang yang akan 
dipinjam. Sehingga, masyarakat dengan terpaksa akan merelakan sawahnya 
sebagai jaminan yang kemudian dikelola dan hasilnyapun akan dinikmati oleh 
penerima gadai sampai utangnya lunas terbayar. Tentunya hal ini akan sangat 
menguntungkan bagi pihak penerima gadai karena selain mendapatkan 
keuntungan dari hasil sawah, uang pokok yang dipinjam oleh pemberi gadai juga 
akan dikembalikan. 
Fenomena praktek gadai terkait waktu pemanfaatan gadai di Desa 
Talungeng dilakukan tanpa adanya batasan waktu dalam menggadaikan lahan 
pertanian sawahnya. Sehingga seringkali mengakibatkan gadai tersebut 
berlangsung bertahun-tahun karena penggadai belum mampu untuk melunasi 
hutangnya. Kemudian dalam menetapkan jumlah uang yang akan dipinjamkan 
tidak boleh melebihi dari harga jual tanah sawah yang akan di gadaikan.  
Melihat praktik gadai yang dilakukan di Desa Talungeng Kecamatan 




umumnya, pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya 
selama kewajiban si berhutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak 
mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si 
berhutang tidak bisa membayar hutangnya. Jika hasil penjualan gadai itu lebih 
besar dari pada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus di 
kembalikan kepada si penggadai. Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi 
pembayaran hutang, maka si pemiutang tetap berhak menagih piutang yang belum 
dilunasi itu. 
Dalam praktek gadai tersebut murtahin (penerima gadai) mengambil 
manfaat dari tanah rahin. Dalam fiqh Mu’amalah dijelaskan bahwa Hak murtahin 
kepada marhun hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mengandung 
nilai, tidak pada penggunaan dan pemungutan hasilnya6. 
Berdasarkan latar  belakang di atas maka penulis ingin mengadakan 
penelitian dengan judul “PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP 
PRAKTEK GADAI SAWAH DI DESA TALUNGENG KECAMATAN 




                                                             
6 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai, Cet. Ke-




B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini dan 
menghindari adanya kesalahpahaman serta sebagai tindakan efisiensi waktu dan 
biaya maka penulis memberi batasan terhadap penelitian yang akan dilakukan 
dengan memfokuskan penelitian terhadap hal-hal sebagai berikut: 
a. Sistem pelaksanaan gadai sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo 
Kabupaten Bone. 
b. Pihak pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) sebagai 
masyarakat yang terlibat langsung dalam praktek gadai sawah di Desa 
Talungeng  
2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut maka dapat dideskripsikan 
sebagai berikut: 
a. Pelaksanaan gadai sawah di desa Talungeng kecamatan Barebbo kabupaten 
Bone dilakukan karena desakan ekonomi masyarakat, seperti biaya pernikahan, 
uang kuliah ataupun uang untuk beli kendaraan. 
b. Pihak penerima gadai hanya menerima lahan yang masih produktif dengan 
tujuan mengambil manfaat dari lahan terebut setelah adannya kesepakatan 
dengan pemberi gadai sampai pihak pemberi gadai melunasi utangnya. pihak 
pemberi pinjaman lebih menginginkan tanah produktif sebagai jaminan agar 





C.  Rumusan  Masalah 
Dari latar belakang di atas maka berikut ini adalah rumusan masalahnya. 
1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan gadai sawah yang di lakukan oleh 
masyarakat di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone ? 
2. Faktor-faktor apakah yang mendorong masyarakat dalam melakukan gadai 
sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone ? 
3. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap praktek gadai di Desa 
Talungeng Kecamatan Barebbo ? 
D. Kajian Pustaka 
Penulis mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan 
serta relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Dengan demikian, 
peneliti mendapat rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding dalam 
menyusun skripsi ini. Selain itu, telaah pada penelitian terdahulu berguna untuk 
memberikan gambaran awal mengenai kajian terkait dengan masalah dalam 
penelitian ini. 
Setelah peneliti menelaah penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa 
karya ilmiah yang dilakukan oleh peneliti lainnya, Antara lain: 
1. Penelitian dengan judul: “Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam 
Prespektif Hukum Islam”. Penelitian ini dilakukan oleh Supriadi mahasiswa UIN 
Sunan Kali jaga Yogyakarta Fakultas Syariah 2004.7 Penelitian ini berbentuk 
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skripsi yang menjelaskan tentang maslahah dan mafsadah pemanfaatan tanah 
sebagai barang gadaian.  
Dalam penelitian bahwa pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai 
tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang 
Sidenreng, Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 
Dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada di masyarakat Bugis di 
kecamatan Watang Sidenreng sudah sah atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan 
barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat 
penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang 
telah digariskan dalam hukum Islam. Jadi tradisi yang berlaku bertentangan 
dengan nas. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan. 
Tanah gadai dapat dimanfaatkan oleh murtahin apabila  mendapat izin dari 
rahin tanpa mengabaikan hak rahin sebagai pemilik tanah. Sedangkan hasilnya 
dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan. 
Tradisi pemanfaatan tanah gadai sawah dalam masyarakat Bugis di 
kecamatan Watang Sidenreng ditinjau dari segi maslahah dan mafsadahnya 
ternyata terdapat mafsadah atau mudharatnya bagi rahin walaupun rahin sudah 
merelakannya dan murtahin tidak mensyaratkan adanya persyaratan tersebut pada 
saat akad gadai terjadi. Tetapi demi untuk menjaga nilai-nilai keadilan bagi rahin, 
maka pemanfaatan tanah gadai oleh murtahin secara penuh seperti yang terjadi 
dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng tidak dibenarkan atau 




2. Karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Muhamad Jamroni 
(042311028) yang merupakan mahasiswa S1 IAIN Walisongo Semarang, Fakultas 
Syari‟ah. Dalam karyanya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap 
Praktik Gadai Sawah (Studi Kasus gadai Di Desa Penyalahan Kecamatan Jati 
negara Kabupaten Tegal)”.8 Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang 
permasalahan yang berkaitan dengan bagaimanakah praktik gadai sawah yang 
dilakukan oleh masyarakat Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten 
Tegal, serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik gadai tersebut. 
Dari skripsi tersebut kemudian diketahui bahwa praktek gadai yang dilaksanakan 
oleh masyarakat di desa Penyalahan, Kec. Jatinegara, Tegal tersebut sudah 
memenuhi syarat dan rukun gadai, hanya saja perlu dilakukan pembenahan 
terhadap hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembagian hasil barang 
jaminan. Sementara dari segi pandangan Hukum Islam, praktik gadai di desa 
Penyalahan tersebut dipandang tidak sesuai dengan konsep ta‟awun. Hal ini 
dikarenakan segala keuntungan terhadap pengelolaan barang jaminan diambil 
sepenuhnya oleh Penerima Gadai. 
3. Skripsi Lila Isnawati, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
Tahun 2008. Skripsi tersebut berjudul “Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh 
Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah 
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Kajian Normatif Dan Sosoiologi Hukum Islam)”.9 Hasil penelitian 
mengemukakan bahwa dari segi rukun dan syarat tanah gadai yang ada di 
brunggang sagen, sudah sah ataupun sudah bisa dikatakan benar akan tetapi dalam 
pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh para pihak murtahin secara penuh 
tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau 
melenceng dari ketentuan-ketentuan dari aturan-aturan syari‟at Islam. Dan faktor-
faktor yang menyebabkan adanya pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat 
Dusun Brunggang Sangen, Kelurahan Krajan, kecamatan Weru Kabupaten 
Sukoharjo adalah: Mayoritas penduduk Brunggang sangen bermata pencaharian 
sebagai petani dan merupakan golongan ekonomi menengah kebawah. Hal ini 
yang menyebabkan adanya praktek gadai sawah. Sudah menjadi perihal yang 
biasa yang kemudian berkembang menjadi adat, Keinginan saling tolong-
menolong antar sesama warga, Faktor permasalahan ekonomi penggadai yang 
mendesak. 
Melihat skripsi atau penelitian terdahulu yang penulis ketahui, belum 
terdapat pembahasan mengenai pandangan ekonomi Islam terhadap praktek gadai 
sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone sehingga penulis 




                                                             
9 Lila Isnawati, Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, 
Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif Dan Sosoiologi Hukum Islam), 




E. Tujuan penelitian dan kegunaan 
Tujuan penelitian yang akan mengarahkan peneliti dalam penelitian, agar 
didalam penelitian menggunakan waktu secara efisien dan ketepatan obyek 
penelitian. Sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik gadai sawah di Desa 
Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, Sulawesi selatan. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat dalam 
melakukan gadai sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo 
Kabupaten Bone. 
c. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan ekonomi islam 
terhadap praktik gadai sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo  
Kabupaten Bone, Sulawesi selatan. 
2. Kegunaan penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi refrensi teori dalam 
pelaksanaan penelitian-penelitian selanjutnya. 
b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi 
pengembangan pemahaman dalam proses studi mahasiswa dijurusan 








A. Pengertian Gadai. 
Menurut bahasa, al-rahn berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan 
al habsu, yang artinya penahanan. Begitu pun jika dikatakan ”ni’matun rohinah” 
yang berarti karunia yang tetap dan lestari1. Ar-rahn juga berarti al-tsubut dan al-
habs, yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan, bahwa rahn 
adalah terkurung atau terjerat. 
Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan rahn ialah menjadikan 
suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan 
adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang itu 
dapat diterima2. Sayyid sabiq mengemukakan, bahwa rahn menurut syara’ ialah 
menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ 
sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang 
atau bias mengambil manfaat sebagian (manfaat) barangnya itu3.  
                                                             
1Sayyid sabiq, fikih sunnah, alih bahasa. H. Kamaluddin A. Marjuki, (Bandung: PT. Al-
Maarif, 1996), h.139  
2Ahmad Azhar Basir, Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang Gadai, (Bandung: PT 
Al-Maarif, 1983), h. 50  
3Sayyid sabiq, fikih sunnah alih bahasa. H. Kamaluddin A. Marjuki, (Bandung: PT. Al-




Rahn dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam 
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut 
memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh 
jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya4. 
Ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan rahn : 
1. Menurut ulama Syafi’iyah, gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai 
jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam 
membayar hutang. 
2. Menurut ulama Hanabilah, gadai adalah harta yang dijadikan jaminan 
hutang sebagai pembayar harga (nilai) hutang ketika yang berutang 
berhalangan (tidak mampu membayar) hutangnya kepada pemberi 
pinjaman5. 
Gadai adalah merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu 
pinjaman barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain 
atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan 
kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu 
dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang 
tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-
biaya mana yang harus didahulukan6. 
Sedangkan menurut hukum Islam gadai diistilakan dengan “rahn” dan 
dapat juga dinamai dengan “al-habsu” Secara etimologi kata rahn berarti “tetap 
atau lestari”, sedangkan al-habsu berarti “penahanan”. Adapun pengertian yang 
                                                             
4Rodoni ahmad, asuransi dan pegadaian syariah, cet. I (Jakarta: mitra wacana media, 
2015), hal. 57 
5Syafei Rachmat,  Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 159-160 
6Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda,  Cet. Ke-5, 




terkandung dalam istilah tersebut “ menjadikan barang yang mempunyai nilai 
harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, hingga orang yang 
bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) 
barangnya tersebut. Demikian menurut defenisi para ulama7. 
Secara umum gadai merupakan tindakan atau perbuatan dalam bidang 
perekonomian. Orang yang menggadaikan suatu barang mendapatkan uang 
sebagai imbalannya, uang tersebut merupakan utang dengan jaminan barang yang 
diserahkan kepada kreditur. Kegiatan perekonomian terutama perekonomian 
syari’ah tidak terbatas hanya merujuk pada bebasnya dari suatu riba, garar, dan 
maisir. Para ahli ekonomi Islam dan fuqaha mendiskusikan  tentang 
perekonomian yang Islami dengan menyepakati bahwa perekonomian Islam harus 
memenuhi sekurang-kurangnya dua kreteria, yaitu : 
1. Diselenggarakan dengan tidak melanggar rambu-rambu syari’ah. 
2. membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi umat dan masyarakat dengan 
berdasar pada ajaran agama. 
Dalam prakteknya pelaku bisnis harus memperhatikan segala tindakannya 
apakah berada dalam bingkai ajaran Islam dengan memegang teguh prinsip-
prinsip moral dan etika atau bahkan sebaliknya. Karena hal ini sangat berimplikasi 
pada seluruh aspek kehidupan manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu 
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kegiatan ekonomi (Muamalah) Islam, termasuk di dalamnya gadai (gadai tanah) 
harus didasarkan pada empat prinsip muamalah, yaitu : 
1. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang 
ditentukan lain oleh al-Qur’an dan sunah Rasul. 
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur 
paksaan. 
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 
menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat. 
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari 
unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam 
kesempitan8. 
B. Dasar  Hukum Gadai 
Sistem hutang piutang dalam gadai ini diperbolehkan dan disyariatkan 
dengan dasar Al-Qur’an, Hadits dan Ijma’ para Ulama. Diantara dalil Al-Qur’an 
diperbolehkannya sistem hutang piutang dalam gadai ialah firman Allah swt 
dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283. 
                          
                     
                          
            
 
terjemahnya:“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah 
ada barang tanggungan yang dipegang ( oleh berpiutang). Akan 
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 
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hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) 
dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya” ( Al-Baqarah 
283). 
Surah Al-Baqarah ayat 283 juga mengajarkan, bahwa untuk memperkuat 
perjanjian utang-piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan 
dua orang saksi atau seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan9.   
Syaikh Muhammad Ali as-sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Qur’an 
tersebut adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang 
hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan 
orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang 
berpiutang rahn. 
Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a berkata: 
 
 هنع الله ىضر ٍسَن
َ
أ ْنَع : لاق
 َنَهَر ْدَقَل هيلع الله لص ُِّىبَّنلا
 ملسو  ِةَنيِدَمْلاِب ُهَل اًعْرِد





Artinya:“Rasullah Saw, telah meruguhkan baju besi beliau kepada seorang 
Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari 
orang Yahudi itu untuk keluarga itu untuk keluarga beliau”. (HR. 
Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah). 
 
Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa bermualah dibenarkan juga 
dengan non-muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada 
ke khawatiran bagi yang memberi  piutang.  
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Namun ada yang berpegang pada zahir ayat, yaitu gadai hanya 
diperbolehkan dalam keadaan berpergian saja, seperti paham yang di anut oleh 
Madhab Zahiri, Mujahid dan al-Dhahak. Sedangkan jumhur (kebanyakan ulama) 
membolehkan gadai, baik dalam keadaan berpergian maupun tidak, seperti yang 
pernah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, seperti telah disebutkan dalam 
hadist di atas10. 
Para ulama’ semua berpendapat, bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah 
(boleh). Dan itu termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-
MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan 
menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun 
(barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi 
2. Marhun dan manfaatnya tetap milik rahin. Pada prinsipnya marhun tidak 
boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizing rahin, dengan tidak 
mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya 
pemeliharaan perawatannya. 
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban 
rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya da 
pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. 
4. Besar biaya adminnistrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh 
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 
5. Penjualan marhun 
a. Apabila jatuh tempo, murtahin  harus memperingatkan rahin untuk 
segera melunasi utangnya. 
b. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual 
paksa/dieksekusi 
c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar sserta biaya 
penjualan. 
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya 
menjadi kewajibban rahin11. 
                                                             
10 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), h. 139 
11Rodoni ahmad, asuransi dan pegadaian syariah, cet. I (Jakarta: mitra wacana media, 





C. Rukun dan Syarat Gadai 
Melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus 
dipenuhi. “Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu 
pekerjaan”.12 Sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang 
harus dipindahkan dan dilakukan”.13 
Perjanjian akad gadai dipandang sah dan benar menurut syari'at Islam 
apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam yakni 
sebagai berikut: 
1. Rukun Gadai 
Yang termasuk rukun gadai ialah sebagai berikut:  
a. Adanya Lafadz (shigat) adalah pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz 
dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya 
terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak. 
b. Aqid, yaitu orang yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai 
(murtahin). Adapun syarat yang berakad adalah ahli tasyarruf, yaitu mampu 
membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang 
berkaitan dengan gadai. Menurut ulama Syafi’iyah ahliyah adalah orang yang 
telah sah untuk jual beli, yakni berakal dam mumyyis, tetapi tidak disyaratkan 
harus baligh14. 
                                                             
12Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2002), h.966. 
13Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.1114. 
14Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai,Cet. Ke-




c. Barang yang dijadikan jaminan (marhun), syarat pada benda uyang dijadikan 
jaminan ialah keadaan barang itu tiddak rusak sebelum janji utang harus 
dibayar. Rosul bersabda: “Setiap barang yang boleh diperjual belikan boleh 





d. Ada hutang, disyaratkan keadaan hutang telah tetap. 
Menurut ulama Hanafiyah mensyaratkan marhun (barang yang dijadikan 
jaminan pada saat akad), antara lain: 
a) Dapat diperjual belikan 
b) Bermanfaat 
c) Jelas 
d) Milik rahin 
e) Bisa diserahkan 
f) Tidak bersatu dengan harta lain 
g) Dipegang oleh rahin 
h) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan15. 
 
2. Syarat Gadai 
Diantara syarat sahnya aqad rahn adalah sebagai berikut: 
a. Berakal 
b. Baligh (dewasa) 
c. Wujudnya Marhun (barang yang dijadikan jaminan pada saat 
terjadinya akad) 
d. Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian 
atau wakilnya.16 
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D. Mekanisme pelaksanaan gadai 
Dalam melaksanakan gadai ada beberpa mekanisme yang harus 
diperhatikan atau dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka 
pebuatan tersebut dapat dikatakan sah. Adapun mekanisme pelaksanaan gadai 
yaitu: 
1. Sigat Akad. 
Yang dimaksud dengan sigat akad yaitu  dengan cara bagaimana ijab qabul 
yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. 
Ahmad Azhar Basyir mengatakan : 
“Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang 
dibenarkan syara’, yang merupakan adanya akibat-akibat hukum pada 
obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan 
yang diinginkan sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk 
menerimanya”17. 
 
Gadai belum dinyatakan sah apabila belum ada ijab dan qabul, sebab 
dengan adanya ijab dan qabul menunjukkan kepada kerelaan atau suka sama suka 
dari pihak yang mengadakan transaksi gadai. Suka sama suka tidak dapat 
diketahui kecuali dengan perkataan yang menunjukkan kerelaan hati dari kedua 
belah pihak yang bersangkutan, baik itu perkataan-perkataan atau perbuatan-
perbuatan yang dapat diketahui maksudnya dengan adanya kerelaan, seperti yang 
dikemukakan oleh Prof. Hasbi ash-Shiddieqiy : 
Akad adalah perikatan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan 
syara’, yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Gambaran yang 
menerangkan maksud diantara kedua belah pihak itu dinamakan ijab dan 
qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang terbit dari salah seorang 
                                                             




yang berakad, untuk siapa saja yang memulainya. Qabul adalah yang terbit 
dari tepi yan lain sesudah adanya ijab buat menerangkan persetujuannya18. 
 
Sigat dapat dilakukan dengan lisan , tulisan atau syarat yang memberikan 
pengertian dengan jelas. Tentang adanya ijab qabul dan dapat juga berupa 
perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul19. 
 
 
a. Sigat secara lisan. 
Shigat secara lisan Merupakan cara alami seseorang untuk mengutarakan 
keinginannya, oleh karena itu akad dipandang sah apabila ijab qabul dinyatakan 
secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun mengenai bahasa tidak 
terikat oleh aturan khusus asal dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak 
yang melakukan akad, agar tidak menimbulkan perselisihan ataupun sengketan 
dikemudian hari.   
b. Sigat akad dengan tulisan. 
Metode lain yang dilakukan oleh orang untuk menyatakan keinginannya 
adalah dengan tulisan. Jika kedua belah pihak tidak berada ditempat, maka 
transaksi dapat dilakukan melalui surat. Ijab akan terjadi setelah pihak kedua 
menerima dan membaca surat tersebut. Apabila dalam ijab tersebut tidak disertai 
dengan pemberian tenggang waktu, maka qabul harus segera dilakukan dalam 
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bentuk tulisan atau surat. Apabila disertai  tenggang waktu, qabul supaya 
dilakukan sesuai dengan lamanya  tenggang waktu tersebut. 
2. Aqid (Subyek gadai). 
Yaitu orang yang melakukan akad, dalam hal ini penggadai dan penerima 
gadai. Untuk sahnya gadai kedua belah pihak harus mempunyai keahlian 
(kecakapan) melakukan akad yakni baliq, berakal dan tidak mahjur ‘alaih (orang 
yang tidak cakap bertindak hukum). Maka akad gadai tidak sah jika pihak-pihak 
yang bersangkutan orang gila atau anak kecil. 
Imam asy-Syafi’I melarang gadai yang dilakukan oleh anak kecil, orang 
gila, dan orang bodoh secara mutlak, walaupun mendapat izin dari walinya, atas 
pertimbangan bahwa wali boleh membelanjakan harta mahjur ‘alaih dengan 
digadaikan karena dua hal yaitu: 
a. Dalam darurat yang sangat menghendaki dilakukan gadai. Dengan syarat 
wali tidak mendapatkan biaya itu selain mengadaikan harta mahjur‘alaih. 
b. Gadai itu mengandung kemaslahatan bagi mahjur ‘alaih. 
Dalam hal ini Imam Abu Hanifah berbeda pendapat yakni tidak 
mensyaratkan bagi akid baliq. Oleh sebab itu menurut beliau gadainya anak kecil 
yang sudah tamyiz dan orang dewasa bodoh yaitu dua orang yang sudah tahu arti 
muamalah, dengan syarat adanya persetujuan walinya. 
3. Marhun (obyek gadai) 
Untuk lebih jelasnya barang gadai disyaratkan : 
a. Merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum Islam yaitu benda 




telah menjadi hak milik seseorang, misalnya : tanah, rumah dan lain 
sebagainya20. Sebagaimana jual beli syarat marhun harus suci dan bukan 
barang najis serta halal dipergunakan. Oleh sebab itu tidak sah 
menggadaikan barang najis seperti kulit bangkai meski sudak disamak, 
juga menggadaikan babi dan anjing karena hewan tersebut tidak sah 
diperjualbelikan. 
b. Barang tersebut dapat dimanfaatkan. Imam as-Syafi’I mengatakan sebagai 
berikut :Barang gadai dapat diambil manfaatnya menurut syara’ meskipun 
pada saat yang akan datang, seperti hewan yang masih kecil, dia boleh 
digadaikan sebab nantinya dapat diambil manfaatnya. Setiap barang yang 
boleh diperjualbelikan, boleh juga dijadikan barang jaminan (digadaikan), 
kecuali manfaatnya. Oleh karena itu tidak menggadaikan manfaat hak 
jalan. 
c. Marhun berupa barang. Karena tidak boleh menggadaikan dengan 
pemanfaatan, seperti yang telah dijelaskan di atas, juga tidak sah 
menggadaikan hutang piutang, karena tidak jelas bendanya.Marhun adalah 
milik orang yang melakukan akad, baik barang maupun manfaatnya21. 
Salah satu persyaratan barang dagangan yang ditentukan oleh fuqaha ialah 
barang itu harus diserah terimakan, jadi barang yang tidak ada, tidak dapat diserah 
terimakan, agar terhindar dari unsur-unsur penipuan. 
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Jadi barangnya harus ada dalam kekuasaannya, dengan demikian burung 
di udara, ikan di laut, binatang yang di hutan dan sebagainya tidak memenuhi 
syarat untuk dijadikan obyek akad. 
Gadai merupakan bagian dari Mu’amalah, oleh karena itu gadai juga 
mengutif prinsip-prinsip muamalah antara lain : 
a. Dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindar dari unsur-unsur 
penganiayaan. 
b. Dilakukan atas dasar suka sama suka22. 
 
 
4. Marhun bih.(hutang). 
Yang dimaksud marhun bih yaitu hutang yang karenanya diadakan gadai. 
Adapun syarat-syaratnya adalah: 
a. Penyebab penggadaian adalah hutang. 
b. Hutang sudah tetap. 
c. Hutang itu tetap seketika atau yang akan datang. Oleh karenanya, sah 
gadai sebab harga masih masa khiyar, juga sah akad gadai pada al-
ja’lu(pengupahan) yaitu pemberian upah dari seseorang kepada orang lain 
atas jasanya. 
d. Bahwa hutang itu telah diketahui benda, jumlah dan sifatnya. 
E. Pandangan Ulama mengenai pemafaatan barang gadai 
                                                             





Akad rahn pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan 
meminjamkan hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil.23 Hal ini untuk 
menjaga-jaga jika penggadai (rahn) tidak mampu membayar atau tidak menepati 
janjinya. 
Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan itu 
tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, kerena 
tindakan itu termasuk tindakan menyia-nyiakan harta.24  
Yang menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama adalah siapakah yang 
berhak memanfaatkan barang jaminan tersebut, rahin (yang memberi gadai) atau 
murtahin (yang menerima gadai). 
1. Pemanfaatan Barang Gadai oleh Orang yang Menggadaikan. 
Di antara para ulama terdapat dua pendapat, jumhur ulama selain 
Syafi’iyah melarang orang yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang 
gadai, sedangkan ulama Syafi’iyah membolehkannya sejauh tidak 
memudharatkan pemegang gadai. Uraiannya adalah sebagai berikut. 
a. Ulama Hanafiyah 
Mengenai pemanfaatan harta gadai yang dilakukan oleh rahin, ulama 
hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh bagi pemberi gadai untuk 
memanfaatkan barang gadaian dengan cara bagaimanapun kecuali atas isin 
penerima gadai.25 Dengan dalil bahwa hak menguasai barang gadai berada 
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ditangan murtahin secara berkelanjutan hingga transaksi rahn berakhir, dan tidak 
bleh ditarik kembali oleh rahin. Apabila rahin mengambil manfaat dari barang 
gadai tanpa izin dari murtahin, maka ia harus mengganti rugi senilai dengan yang 
telah ia gunakan karen adianggap telah menyalahi hak murtahin yang 
berhubungan dengan hutang. 
b. Ulama Malikiyah 
Ulama malikiyah berpendapat Rahin tidak memiliki hak langsung untuk 
memanfaatkan barang gadai sekalipun mendapat izin dari murtahin. Hal ini 
karena izin dari murtahin berarti pembatalan terhadap akad gadai. Karena manfaat 
barang gadai masih merupakan milik rahin, maka berhak mewakilkan 
pemanfaatannya pada murtahin agar barang tersebut tidak sia-sia.26 
c. Ulama Syafi’iyah 
Ulama syafi’iah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan dibolehkan 
untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai 
berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatinya, dan 
lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah, 
kebun, orang yang menggadaikan harus meminta izin kepada pemegang gadai27. 
2. Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai 
a. Imam syafi’i 
Pendapat Imam Syafi’i tentang pengambilan manfaat dari hasil barang 
gadai oleh pemegang gadai, seperti yang disebutkan dalam kitab al-umm, beliau 
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mengatakan: “Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, 
tidak ada suatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai”.Bahwa 
yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang 
yang menggadaikan barang tersebut dan dan bukan pemegang gadai. Meskipun 
yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang 
yang menggadaikan, namun kekuasaan atas barang jaminan gadai itu ada di 
tangan si pemegang gadai. Ulama Syafi’iyah menambahkan, pemegang gadai 
tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang gadai, hal ini berdasarkan hadis 
Rasulullah Saw riwayat asy-Syafi’I, Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abu 
Hurairah, “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang 
menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya”28 
Menurut Imam Syafi’i bahwa pihak yang harus bertanggung jawab bila barang 
jaminan gadai rusak atau musnah adalah pihak yang menggadaikan, baik yang 
berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan 
penjagaan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang 
bertanggungjawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, sebagaimana 
baginya pula manfaat yang dihasilkan dari barang gadai. 
b. Ulama Malikiyah 
Pendapat Ulama Malikiyah memperbolehkan pemegang gadai 
memanfaatkan barang gadai jika diizinkan oleh orang yang menggadaikan atau 
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disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut berupa barang yang dapat 
diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas29. 
c. Ulama Hanafiyah 
Pendapat Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak 
boleh memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak menguasainya dan 
tidak boleh memanfaatkannya., meskipun memperoleh izin dari dari orang yang 
menggadaikan barang, bahkan mengategorikannya sebagai riba30. Dan menurut 
sebagian ulama Hanafiyah, barang gadai boleh untuk diambil manfaatnya oleh 
pemegang gadai apabila telah mendapat izin dari orang yang menggadaikan 
barang31.Adapun alasan mereka membolehkan pemegang gadai mengambil 




أ ْنَع ُلُْوسَر َلاَقالله 
 ْهَّرلا َمََّلسَو ِهْيَلَع الله ىَّلَص ُن 
 ٌبْوُكْرَم ٌبْوُلْحَم ( هاور
)ىراخبلا 
Artinya :“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: 
barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah susunya.” (HR. 
Bukhari) 
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Dalam hal ini ulama Hanafiyah berpendapat, apabila barang gadai 
dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh pemegang gadai, maka berarti menghilangkan 
manfaat dari barang tersebut. Kemudian jika setiap saat orang yang menggadaikan 
barang harus datang kepada pemegang gadai untuk mengambil manfaat dari 
barang gadai, maka akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak. Begitu 
juga sebaliknya, apabila setiap waktu pemegang gadai harus memelihara dan 
menyerahkan manfaat barang gadai kepada orang yang menggadaikan barang. 
Jadi, pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadaian itu atas seizin 
pemiliknya. Sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang 
dikehendakinya, termasuk pegadai dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk 
riba32. 
 
d. Ulama Hanabiah 
Pendapat Ulama Hanabilah, jika barang gadai berupa hewan, pemegang 
gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar 
mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang menggadaikan 
barang. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas 
izin orang yang menggadaikan barang33. Ulama Hanabilah berdalil dengan hadis 
yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, dan Tarmidzi dari Abu Hurairah, ia 
berkata : Telah bersabda Rasulullah Saw: 
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 َناَك َذِإ ِهِتَقَفَنِب ُبَكْرُي ُرْهَّظلَا
 ُبَْرشُي ٍِّرَّدلا ُنَبَلَو اًنْوُهْرَم
 ,اًنْوُهْرَم َناَك اَذِإ ِهِتَقَفَنِب
 ُبَْرشَيَو ُبَكْرَي يِذَّلا ىَلَعَو
 ُةَقَفَّنلا.  
Artinya :“Binatang tunggangan ditunggangi karena biaya hidupnya apabila 
digadaikan dan susu binatang perahan diminum karena biaya 
hidupnya apabila digadaikan. Orang yang menunggangi dan 
meminum menanggung biaya hidupnya.” (HR. Bukhari, Abu Daud, 
dan Tarmidzi) 
 
Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai tersebut ditekankan pada 
biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-
barang gadai punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban 
memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus membelikan 
bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi yang di bolehkan 
disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada 
dirinya.34 
F. Berakhirnya akad Gadai 
Akad rahn dapat berakhir dengan hal-hal berikut: 
1. Apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah 
terlewati maka si berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. 
Namun, jika si berutang tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka 
hendaklah si berutang memberikan izin kepada pemegang gadai untuk 
                                                             





menjual barang gadainya tersebut. Dengan kata lain akad rahn akan 
berakhir jika rahin membayar utangnya 
2. Jika terdapat klausula, murtahin berhak menjual barang gadai pada waktu 
jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan. 
3. Jika rahin mensyaratan marhun tidak dijual ketika utangnya jatuh tempo, 
maka rahn  menjadi batal. Begitu pula jika murtahin mensyaratkan kepada 
rahin bahwa marhun berhak menjadi milik murtahin ketika rahin tidak 
membayar utangnya maka ini juga tidak sah. Hal ini sesuai dengan sabda 
rasulullah SAW: “rahn itu tidak boleh dimiliki. Rahn itu milik orang yang 
menggadaikan. Ia berhak untuk keuntungan dan kerugiannya”. 
4. Ketika marhun dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin. 





G. Pengertian Ekonomi Islam 
Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa oikononemia (Greek atau 
Yunani), terdiri dari dua kata : oicos yang berarti rumah dan nomos yang berarti 
aturan. Jadi ekonomi ialah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan 
hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat(volkshuishouding), 
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maupun rumah tangga negara (staathuishouding), yang dalam bahasa inggris 
disebutnya sebagai economics.36   
Menurut An-nabhani kata ekonomi berasal dari bahasa yunani kuno(greek) 
yang bermakna “mengatur urusan rumah tangga” dimana anggota keluarga yang 
mampu ikut terlibt dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu 
memberikan jasa, lalu seluruh anggota keluarga yng ada kut menikmati yang 
mereka peroleh. populasinya kemudian semakin banyak, mulai dari rumah 
kerumah, menjadi kelompok (community) yang diperintah oleh negara.37 
Menurut Poerwardaminta dalam bukunya kamus umum bahasa Indonesia 
ekonomi diartikan: ”pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas 
penghasilan (produksi), pembagian (distribusi) dan pemakaian barang-barang 
(konsumsi)”38.Ibnu khaldun berpendapat bahwa ekonomi mempunyai peranan 
penting dalam perkembangan kebudayaan dan mempunyai dampak yang besar 
atas eksistensi negara dan perkembanannya.39 
pengertian ekonomi Islam menurut istilah (terminologi) terdapat pengertian 
menurut beberapa ahli ekonomi Islam sebagai berikut :.Pengertian ekonomi Islam 
yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi adalah Ekonomi yang berdasarkan 
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ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan 
menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.40 
Dari pengertian ekonomi islam yang dikemukakan Yusuf Qardhawi 
berdasarkan kepada hukum pelaksanaan. menerangkan bahwa, semua sarana yang 
digunakan tidak lepas dari syariat Allah SWT. Kemudian pengertian ekonomi 
islam yang berdasarkan pada sistem pelaksanaan atau proses dari ekonomi islam 
itu sendiri dikemukakan oleh Monzer Kahf yaitu: 
Ekonomi Islam merupakan kajian tentang proses dan penangguhan kegiatan 
manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam 
masyarakat muslim.41 
 
Kemudian Umer Chapra menjelaskan pengertian ekonomi islam secara 
mendalam bahwa: 
Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membantu 
manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui suatu alokasi dan 
distribusi sumber-sumber daya langka yang sesuai dengan al–‘iqtisad al–
syariah atau tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah, tanpa mengekang 
kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbngan 
makroekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan 
sosial serta jalinan moral dari masyarakat.42 
 
Dari beberapa definisi ekonomi Islam di atas yang relatif dapat secara 
lengkap menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komprehensif  
adalah yang dirumuskan oleh Hasanuzzaman yaitu 
Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah 
yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian 
sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga 
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memungkinkan manusia melaksanakan tanggun jawabnya terhadap Tuhan 
dan masyarakat.43  
H. Tujuan Ekonomi Islam 
Segala aturan yang diturunkan Allah dalam sistem Islam mengarah pada 
tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, sertamenghapuskan kejahatan, 
kesengsaraan, dan kerugian pada seluruhciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal 
ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia 
dan akhiat. Seorang fuqaha asal mesir bernama prof.Muhammad Abu Zahrah 
mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh 
umat manusia,yaitu: 
1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi 
masyarakat dan lingkungannya. 
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup 
aspek kehidupan dibidang hukum dan muamalah. 
3. Tercapainya maslahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyapakati 
bahwa maslahah yang menjadi puncak sasaran diatas mencakup lia dasar:  
a. Keselamatan keyakinan agama (al din). 
b. Keselamatan jiwa (al nafs). 
c. Keselamatan akal (al aql). 
d. Keselamatan keluarga dan keturunan (al nasl). 




I. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 
Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar: 
1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah 
kepada manusia. 
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. 
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. 
4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh 
segelintir orang saja. 
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5. Ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya 
direncanakan untuk kepentingan orang banyak. 
6. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt. Dan hari penentuan akhir 
nanti. 
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaanyang telah memenuhi batas (nisab). 
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk.45 
 
Prinsip-prinsip Ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai 
berikut : 
1. Dalam Ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai 
pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia.  
Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam 
produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia yaitu untuk diri 
sendiri dan untuk orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan 
tersebut akan dipertanggung-jawabkannya di akhirat nanti. 
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, 
termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, 
kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan Kedua, Islam 
menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang 
menghancurkan masyarakat. 
 
3. Kekuatan penggerak utama Ekonomi Islam adalah kerjasama. 
Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, 
pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT 
dalam Al Qur’an. Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4:29.sebagai 
berikut: 
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                      
             ... 
Terjemahnya: 
”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 
sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perdagangan yang 
dilakukan dengan suka sama suka diantara kamu”.46 
4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh 
segelintir orang saja 
Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang 
akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Oleh karena itu, Sistem Ekonomi Islam menolak terjadinya 
akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini 
berlawanan dengan Sistem Ekonomi Kapitalis, dimana kepemilikan industri 
didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan 
kepentingan umum. 
5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan 
untuk kepentingan orang banyak. 
semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan 
tambang, bahkan bahan makanan harus dikelola oleh negara. Demikian juga 
berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak 
boleh dikuasai oleh individu. 
                                                             




6. Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, seperti diuraikan 
dalam QS Al-Baqarah/2:281.  
Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu 
itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri 
diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, 
sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).47 
 
7. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (Nisab) 
diwajibkan membayar zakat. 
Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai 
sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan 
orang-orang yang membutuhkan. Menurut pendapat para alim-ulama, zakat 
dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk semua kekayaan yang tidak 
produktif (Idle Assets), termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, 
perak dan permata, pendapatan bersih dari transaksi (Net Earning from 




8. Islam melarang riba dalam segala bentuk. 
Islam melarang setiap pembayaran bunga (Riba) atas berbagai bentuk 
pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, 
pemerintah ataupun institusi lainnya. Firman Allah dalam QS.Ali Imran/3 :130. 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan 
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 
keberuntungan.48 
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A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah 
diuraikan , maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.  
Jenis penelitian tersebut menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, 
situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas 
itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang 
kondisi, situasi atau fenomena tertentu1. Penelitian kualitatif disebut juga 
penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah 
karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo 
Kabupaten Bone dengan cara mewancarai langsung beberapa masyarakat yang 
terlibat langsung dalam praktik Gadai sawah yang ada di Desa tersebut, dalam hal 
ini masyarakat yang diwawancarai yaitu penggadai dan yang menerima gadai. Hal 
ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan yang akurat mengenai 
praktik gadai sawah yang dilakukan di Desa tersebut 
 
 
                                                             





B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Pendekatan fenomenologis 
Digunakan pendekatan fenomenologis karena berkaitan lansung dengan 
gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan manusia. Penelitian ini berusaha 
untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi 
tertentu, pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan 
dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang yang maksud 
menemukan fakta. Penelitian kualitatif ini digunakan karena data-data yang 
dibutuhkan berupa sebaran informasi yang tidak perlu di kualifikasikan.2 
2. Pendekatan normatif 
Pendekaan normatif yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang 
didasarkan pada hukum Islam, baik yang berasal dari al-Qur’an, al-hadis, kaidah-
kaidah fikih maupun pendapat ulama. 
C. Sumber Data 
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek 
dari mana data diperoleh.3 Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan 
angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. 
Berdasarkan pengertian diatas, subjek penelitian adalah sumber utama data 
penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.4 subjek 
                                                             
2Tim Dosen Fakultas Syari’ah, Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Malang: Fakultas 
Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2005), h. 11. 
3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 
Cipta), h. 129. 




penelitian dimana subjek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan 
diambil kesimpulannya atau sejumlah subjek yang akan diteliti dalam suatu 
penelitian.  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik 
sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber data 
primer dan sekunder adalah : 
1. Sumber data primer 
 Data Primer adalah data biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang 
menggunakan semua metoda pengumpulan data original.5 Data yang diperoleh 
dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam praktik gadai 
sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. 
Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil 
wawancara langsung dengan: 
1) Rahin (orang yang menggadaikan) 
2) Murtahin (orang yang menerima gadai, yaitu orang yang berpiutang) 
2. Sumber Data sekunder  
Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 
(tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto dan lain-lain yang dapat memperkaya data 
primer.6 Data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara lansung 
dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-
sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-
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h. 148.   
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artikel yang berhubungan denga materi penelitian, yang tentunya sangat 
membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 
penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Observasi  
Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data primer 
dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Hal ini 
bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial 
yang terjadi pada daerah tersebut. 
2. Wawancara 
Wawancara adalah Tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih secara 
lansung.7 Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk 
mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan 
informan atau subjek penelitian  
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 
diteliti,  dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 
lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil. 
                                                             





Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara tidak 
terstruktur. Dimana Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas 
dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 
secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara 
yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 
ditanyakan. 
Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara 
pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan 
apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap 
jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai 
pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan. 
Dalam melakukan wawancara maka pewawancara harus memperhatikan 
tentang situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan 
dimana harus melakukan wawancara. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 
gambaran, notulen, dan lain sebagainya.8 Dalam penelitian ini menggunakan 
kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi 
4. Studi Pustaka 
Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku 
atau referensi sebagai penunjang penelitian, dan dengan melengkapi atau mencari 
data-data yang dipergunakan peneliti dari literature, referensi, dan yang lainnya. 
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E. Teknik Analisis Data 
Melalui teknik pengelolaan data maka data mentah yang telah 
dikumpulkan peneliti menjadi berguna. Analisis data sangat penting dalam 
mengelolah data yang sudah terkumpul untuk diperoleh arti dan makna yang 
berguna dalam pemecahan masalah untuk mengetahui sah atau tidaknya praktik 
gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Talungeng Kecamatan 
Barebbo Kabupaten Bone. 
Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Proses 
analisis data secara kualitatif dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari 
berbagai sumber atau informasi, baik melalui wawancara maupun studi 
dokumentasi. Data tersebut terlebih dahulu dibaca, dipelajari, ditelaah, kemudian 
dianalisis. Setelah itu menganalisis isi ekspresi baik verbal maupun non verbal 
sehingga dapat ditemukan temanya, kata kunci dan alur konseptual yang 
menjelaskan apa yang terjadi di balik suatu fenomena ataupun ucapan. Untuk 
meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi yang berkaitan dengan 
pengambilan sampel dan teknik wawancara digunakan triangulasi. Teknik ini 
bertujuan untuk melakukan pengecekan ulang dengan cara mengkombinasikan 
berbagai jenis metode kualitatif sehingga data yang diperoleh akan lebih 
konsisten, tuntas dan pasti. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak diperoleh 
uraian dari hasil obsevasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah 





Prosedur analisis data yakni setelah memperoleh data yang diperlukan 
dalam penelitian ini, maka selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah sebagai 
berikut : 
1. Mengorganisasikan data  
Cara ini dilakukan dengan menbaca berulang kali data yang ada sehingga 
peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang 
data yang tidak sesuai. Menilai data yang didapatkan untuk dijadikan seebagai 
bahan laporan penelitian. Ini dilakukan agar data yang didapatkan sesuai dengan 
kebutuhan peneliti dan dianggap relevan untuk dijadikan sebagai bahan laporan 
penelitian. Data yang diperoleh kemungkinan tidak sejalan dengan tujuan peneliti 
sebelumnya sehingga penyelesaian data yang dianggap layak sangat dibutuhkan. 
2. Membuat kategori, menentukan tema dan pola 
Langkah kedua ialah menentukan kategori yang merupakan proses yang 
cukup rumit karena peneliti harus mampu mengkelompokkan data yang ada 
kedalam satu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data 
menjadi terlihat secara jelas. Mengkategorikan data yang diperoleh berdasarkan 
bagian-bagian penelitian yang ditetapkan. Klasifikasi data ini dilakukan untuk 
memberikan batasan pembahasan, berusaha untuk menyusun laporan secara 
sistematis menurut klasifikasinya. Klasifikasi ini juga membantu penulis dalam 
memberikan penjelasan secaa lebih detail. 
3. Merumuskan hasil penelitian 
Merumuskan hasil penelitian, yaitu semua data yang diperoleh kemudian 




penelitian ini memaparkan baragam hasil yang didapat di lapangan dan berusaha 
untuk menjelaskan dalam bentuk laporan yang terarah dan tersistematis. 
4. Mencari ekplanasi alternative data 
Proses berikutnya adalah peneliti memberikan keterangan yang masuk 
akal berdasarkan data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data 
tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data 
tersebut. 
5. Menulis laporan 
Penulisan laporan merupakan bagian analisis kualitatif yang tidak 
terpisahkan. Dalam laporan ini peneliti harus mampu menuliskan kata dan kalimat 
serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data 
dan hasil analisisnya.9 
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PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI 
SAWAH DI DESA TALUNGENG KECAMATAN BAREBBO 
KABUPATEN BONE 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Masyarakat Bugis merupakan salah satu suku bangsa yang berada di 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Suku Bugis juga merupakan suku yang 
terbesar, dimana terdapat di beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan 
diantarannya di kabupaten Bone. Dalam melaksanakan penelitian, mengetahui 
kondisi lingkungan yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting yang 
harus diketahui. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah Desa 
Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Sehubungan dengan penelitian 
ini, maka yang perlu diketahui adalah kondisi geografis, demografis, keadaan 
sosial ekonomi. Sebelum membahas mengenai desa talungeng penulis terlebih 
dahulu memberikan gambaran tentang Kabupaten Bone 
1. Gambaran Umum Kabupaten Bone 
Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terletak di  pesisir 
Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak sekitar 174 km  dari 
kota  Makassar. Luas wilayahnya sekitar 4.559 km2 atau 9,78  persen dari luas 
Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah yang besar ini  terbagi menjadi 27 kecamatan 
dan 372  desa/kelurahan. Ibukota Kabupaten Bone adalah Watampone1.  
                                                             




Secara geografis Kabupaten Bone berbatasan dengan wilayah-wilayah 
berikut: 
1. Utara  : Kabupaten Wajo dan Soppeng 
2. Timur  : Teluk Bone 
3. Selatan : Kabupaten Sinjai dan Gowa 
4. Barat  :Kabupaten Maros, Pangkep, Barru. 
Secara astronomis Kabupaten Bone terletak pada  posisi 4°13’ - 5°6’ 
Lintang Selatan dan antara 119°42’-120°30’ Bujur Timur. Letaknya yang dekat 
dengan garis khatulistiwa menjadikan Kabupaten Bone  beriklim  tropis . 
Sepanjang tahun 2014, kelembaban udara berkisar  antara 77–86 persen dengan 
suhu udara 24,4°C-27,6°C.2 
2. Gambaran umum demografis kabupaten Bone 
Penduduk kabupaten Bone berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 
sebanyak 742.912 jiwa yang terdiri atas 354.502 jiwa penduduk laki-laki dan 
388.410 jiwa penduduk perempuan. Di bandingkan dengan proyeksi jumlah 
penduduk tahun 2014, penduduk kabupaten Bone mengalami pertumbuhan 
sebesar 0,60 % dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-
laki sebesar 0,69 % dan pertumbuhan penduduk perempuan sebesar 0,51 %. 
Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki 
terhadap penduduk perempuan sebesar 91,27 %. 
                                                             




Kepadatan penduduk di kabupaten Bone tahun 2015 mencapai 163 
jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan 
penduduk di 27 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi 
terletak di kecamatan tanete riattang dengan kepadatan sebesar 2.172 jiwa/km2dan 
terendah di kecamatan bontocani sebesar 34 jiwa/km3 
3. Letak geografis Desa Talungeng 
a. Letak Desa 
Lokasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Desa Talungeng 
Kecamatan Barebbo kabupaten Bone. Desa Talungeng merupakan salah satu Desa 
di Kecamatan Barebbo yang berjarak 8 km dari ibu kota kabupaten Bone dengan 
luas 6,8 km2. Desa ini terdiri dari 3 dusun yang terdiri dari dusun Teko-teko, 
dusun Talungeng, dan dusun Galung4.  
b. Batas Desa 
Berdasar letak geografis wilayah, desa Talungeng berbatasan wilayah 
dengan Desa lainnya yang masih dalam satu kecamatan. Adapun batas Desa 
Talungeng, yaitu: 
Tabel 4.1. Batas Desa 
BATAS KELURAHAN/DESA 
Sebelah Selatan DESA KAMPUNO 
Sebelah Utara KELURAHAN BIRU 
Sebelah Timur DESA BAREBBO 
Sebelah Barat DESA CORAWALI 
Sumber : Kantor Desa Talungeng 
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Desa Talungeng dipimpin oleh kepala desa yang bernama A.M. Rusyidi. 
dalam pemerintahannya, kepala desa dibantu oleh aparat pemerintahan desa dari 
beberapa unit kerja, yakni sekertaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan 
umum, kepala urusan pembangunan, staf sekretariat, dan tiga kepala dusun yang 
ada di Desa Talungeng.5 Desa Talungeng juga membentuk suatu kelembagaan 
yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas menyampaikan 
keluhan-keluhan dari masyarakat karena bertugas sebagai wakil masyarakat, yang 
jumlah anggotanya sekitar 11 orang yang termasuk ketua, wakil ketua, sekertaris 
BPD, dan anggota BPD 8 orang. 
4. Gambaran Demografis Desa Talungeng 
a. Penduduk 
Jumlah penduduk Desa Talungeng Pada tahun 2015 ada sebanyak 328 
Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 1.263 jiwa yang terdiri dari 584 
laki-laki dan 679 perempuan.6 Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel 
berikut. 
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Desa Talungeng Menurut Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Jumlah 
Laki-Laki 584 orang 
Perempuan 679 orang 
Jumlah 1.263 orang 
Sumber: Kantor Desa Talungeng, 2015 
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Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk 1.263 
yang terdiri atas laki-laki 584 dan perempuan 679 orang hal ini berarti jumlah 
penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. 
b. Agama 
Dari sisi Agama, Keseluruhan penduduk di Desa Talungeng hanya 
memiliki satu kepercayaan yakni hanya memeluk agama Islam atau dengan kata 
lain bahwa 100% penduduk Desa Talungeng beragama Islam. Oleh karena itu, 
dalam kehidupan sehari-hari terutama sosial budaya sangat dipengaruhi oleh 
kegiatan kemasyarakatan bernuansa religius seperti pengajian anak-anak dan 
pengajian untuk orang dewasa yang diadakan pada setiap mesjid di Desa 
Talungeng dan umumnya dilakukan pada waktu sore hari atau setelah ashar. Hal 
ini dapat dilihat dari jumlah penduduk di Desa Talungeng yang beragama Islam 
yakni 1.263 jiwa7, dan juga fasilitas tempat ibadah yang ada di Desa Talungeng 
Kecamatan Barebbo. Seperti dalam tabel berikut ini : 
Tabel 4.3. Banyaknya tempat ibadah di Desa Talungeng 
Dusun Mesjid Mushollah Gereja Kuil  
Teko-teko 1 - - -  
Galung 1 - - -  
Talungeng - 1 - -  
Sumber: kantor desa talungeng 2015 
c. Pendidikan 
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dapat mendukung 
tercapainya tujuan pembangunan yang diamanatkan dalam UUD 1945 yaitu 
                                                             




mencerdaskan kehidupan Bangsa. Sarana pendidikan yang terdapat di Talungeng 
belum cukup memadai mengingat hanya ada 1 SD dan 3 TPA yang terdapat di 
Desa Talungeng. 
d. Kesehatan 
Kesehatan merupakan salah satu hal mendasar yang dapat menunjang 
peningkatan sumber daya manusia. Pembangunan sarana dan prasarana di bidang 
kesehatan merupakan upaya pemerintah agar semua lapisan masyarakat dapat 
mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan layak. 
 Sarana kesehatan yang terdapat di Desa Talungeng antara lain posyandu, 
dan poskesdes. Selama tahun 2012-2015 jumlah poskesdes dan posyandu tidak 
mengalami perubahan. 
Masyarakat Desa Talungeng sudah mulai sadar akan kesehatan dan juga 
dengan didukung adanya poskesdes meskipun hanya 1 buah terletak di Dusun 
Talungeng. 
Kesehatan para ibu dan balita di Desa Talungeng juga terdapat Posyandu, 
untuk pelaksanaan posyandu tersebut bidan desa menyelenggarakan kegiatan 
setiap bulannya yakni pemeriksaan atau pengukuran berat badan dan pemberian 
imunisasi di setiap dusun meskipun masih terdapat dusun yang belum ada 
posyandu akan tetapi itu dapat teratasi karena kegiatan posyandu pun dilakukan di 





Untuk kesehatan para ibu dan balita di kecamatan Barebbo juga terdapat 
posyandu disetiap desa sehingga untuk memeriksakan bayi maupun balitanya 
dapat dengan mudah karena diselenggarakannya kegiatan setiap bulannya yakni 
pemeriksaan atau pengukuran berat badan dan pemberian imunisasi. 
B. Sistem Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo 
Kabupaten Bone 
Gadai sawah menurut pandangan masyarakat Desa Talungeng adalah 
hutang dengan barang jaminan antara penggadai dengan penerima gadai, 
penggadai mendapatkan uang dan penerima gadai mendapatkan barang jaminan. 
Kebanyakan masyarakat Desa Talungeng melaksanakan transaksi gadai sawah 
tersebut dikarenakan adanya suatu kebutuhan yang sangat mendadak dan tidak 
ada pilihan lagi selain menggadaikan sawahnya untuk mendapatkan uang dengan 
cepat 
Prosedur dalam melaksanakan transaksi gadai sawah yang terjadi di Desa 
Talungeng antara penggadai (rahin) dengan pihak penerima gadai (murtahin) lain 
pada prinsipnya sama. Mereka penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai 
(murtahin). Seperti yang dijelaskan ibu Hafidah ketika menggadaikan salah satu 
tanah sawahnya kepada bapak Bahar, Penggadai (rahin) terlebih dahulu memberi 
tahu besar uang yang dibutuhkan dan menawarkan sawahnya sebagai jaminan 
utang. Kemudian penerima gadai (murtahin) menaksir luas sawah dengan 
sejumlah uang. Sawah yang digadaikan ibu Hafidah seluas 1 hektar dan setelah 
ditaksir dengan uang maka bapak Bahar pun menawarkan uang pinjaman kepada 




dan bapak Bahar tentu saja melalui proses ijab qabul antara ibu Hafidah dan bapak 
Bahar, ijab disini seperti yang diucapkan oleh ibu Hafidah “saya gadaikan sawah 
dengan luas 1 hektar dan saya terima pinjaman berupa uang sejumlah 
Rp.50.000.000,- yang disertai dengan bukti transaksi yaitu kwitansi“.8 Yang 
kemudian dijawab oleh bapak Bahar selaku penerima gadai (murtahin) “saya 
serahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- dan saya terima sawah tersebut dengan 
luas 1 hektar”.9 Maka secara otomatis segala hak pemanfaatan hasil sawah berada 
di tangan bapak Bahar. 
Terkait dengan penentuan nominal pinjaman pada dasarnya tidak ada 
rumus baku yang digunakan untuk menentukan nominal pinjaman yang diberikan 
kepada pengadai, Akan tetapi dilihat dari kisaran harga jual tanah yang di jadikan 
barang jaminan. Besaran uang yang di pinjamkan tidak boleh melebihi dari harga 
jual tanah yang di jadikan jaminan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu 
Hasmi bahwa 
Penerima gadai tidak menggunakan rumus baku untuk menentukan 
nominal pinjaman yang diberikan kepada penggadai, akan tetapi besaran 
pinjaman tidak boleh melebihi dari taksiran harga jual barang yang di 
jadikan jaminan.10  
 
Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa penentuan besar 
pinjaman yang diberikan kepada penggadai tidak memiliki rumus baku. Akan 
tetapi, pemberian nominal pinjaman diberikan berdasarkan besar uang yang 
dibutuhkan pada saat itu dengan catatan tidak boleh melebihi harga jual barang 
yang dijadikan jaminan. Alasannya, yang pertama ialah meskipun penerima gadai 
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tidak memperhitungkan hasil dari sawah tersebut penerima gadai tetap untung 
karena uang yang dipinjamkan kepada penggadai tetap kembali tanpa ada kurang 
sepersen pun. Alasan yang kedua adanya penaksiran luas sawah dengan uang 
seperti yang dilakukan oleh ibu hasmi yang menaksir sawah yang dijadikan 
jaminan oleh bapak mase untuk mengantisipasi jika terjadi gagal pelunasan utang 
dari pemberi gadai. Beliau menceritakan pengalamannya yang dialaminya bahwa: 
Pada saat saya mempunyai rencana untuk membeli motor saya meminta 
uang kepada bapak mase yang dipinjamnya 2 tahun lalu. Akan tetapi pada 
saat itu bapak mase belum mampu membayar utangnya sehingga saya 
pindah tangankan kepada penggadai lain yaitu bapak ilham yang pada saat 
itu membayar sejumlah pinjaman sebesar yang dipinjam oleh bapak mase 
dan bapak ilham pun mengambil alih penggunaan dan pemanfaatan sawah 
sampai bapak mase mampu membayar pinjamannya kepada bapak ilham 
karena sawah sebagai jaminan telah dipindah tangankan kepada bapak 
ilham.11 
 
Dari pengalaman yang sempat diceritakan oleh ibu hasmi kepada penulis 
pada saat melakukan wawancara maka dapat diketahui bahwa sawah yang 
dijadikan sebagai jaminan bisa dipindahtangankan ke penerima gadai (murtahin) 
lain dengan syarat penerima gadai yang akan mengambil alih penggunaan dan 
pemanfaatan sawah tersebut membayar utang dari penggadai kepada penerima 
gadai yang memegang sawah tersebut. meskipun begitu hak kepemilikan sawah 
tetap milik penggadai awal. 
Bukan hanya mengenai pengalihan manfaat gadai yang terjadi di Desa 
Talungeng, akan tetapi pengalihan pembayaran utang juga bisa dibebankan 
kepada ahli waris ketika penggadai meninggal dunia sedangkan utangnya belum 
terbayar. Terkait dengan pengalihan pembayaran utang tersebut dijelaskan oleh 
Bapak Surgawi, bahwa: 
                                                             




Ketika penggadai meninggal dunia sedangkan utangnya belum lunas, 
maka pihak keluarga melakukan musyawarah dengan disaksikan oleh 
pemerintah setempat untuk mendapatkan kesepakatan mengenai 
pengalihan pembayaran utang sebelum jenasah keluarganya itu 
dikuburkan12. 
 
Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa ketika penggadai 
meninggal dunia sedangkan utangnya belum lunas maka pembayaran utang 
tersebut diambil alih oleh ahli waris yang disepakati oleh pihak keluarga dengan 
disaksikan oleh pemerintah setempat. 
Meskipun di Desa Talungeng telah terjadi pengalihan gadai tidak pernah 
sekalipun terjadi perselisihan antara penggadai (rahin) dan penerima gadai 
(murtahin) masalah seperti sengketa lahan sawah. Sehubungan dengan sengketa 
bapak surgawi selaku tokoh agama dan orang yang dituakan di kampung tersebut 
menuturkan bahwa selama praktik gadai sawah di Desa Talungeng seingatnya 
belum ada yang berselisih gara-gara hal semacam itu.13 
Lebih lanjut mengenai sengketa lahan sawah ditambahkan juga oleh bapak 
Rasyidi selaku kepala Desa Talungeng, beliau menjelaskan bahwa: 
Selama ini belum ada laporan dari masyarakat mengenai Kasus sengketa 
lahan yang hubungannya dengan praktik gadai, kalaupun ada maka kasus  
tersebut akan diselesaikan di rumah kepala dusun dengan cara adat atau 
sering disebut dengan istilah Mappasilolongang. Barulah ketika kasus 
tersebut tidak terselesaikan dengan cara adat (Mappassilolongang) oleh 
pemerintah setempat maka kasus tersebut akan dibawa ke jalur hukum 
yaitu pengadilan.14 
 
Mengenai penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa di Desa Talungeng 
belum pernah terjadi kasus sengketa yang berhubungan dengan gadai. Akan 
tetapi, apabila terjadi kasus sengketa lahan sawah yang disebabkan oleh praktik 
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gadai maka akan diselesaikan dengan cara adat atau masyarakat di desa tersebut 
menyebutnya dengan istilah Mappassilolongang.  
Adapun mengenai batas waktu pelunasan pihak penerima gadai 
memberikan jangka waktu selama 3 tahun. Dan selama jangka waktu 3 tahun 
tersebut pihak penggadai tidak bisa menebus tanah sawah miliknya yang di 
gadaikan sampai jangka waktu 3 tahun berakhir. apabila sudah sampai batas 
waktu yang ditentukan, penggadai belum mampu untuk membayar uang yang 
dipinjamnya maka gadai sawah akan terus berlanjut tanpa batas waktu yang 
ditentukan lagi sampai penggadai bisa melunasi hutangnya. Apabila penerima 
gadai juga butuh uang, maka penerima gadai berhak menggadai sawah tersebut 
atas izin penggadai (pemilik sawah). 
Gadai merupakan akad yang sering dipraktekkan masyarakat ketika 
membutuhkan uang dengan cepat dalam jumlah besar. Dalam penelitian yang 
dilakukan di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone terdapat 
beberapa problematika praktek gadai. Diantara problematika praktek gadai yang 
terjadi di Desa Talungeng, diantanya: 
a. Pemanfaatan barang gadai oleh penerima Gadai (murtahin) 
Pemanfaatan hasil dari pengolahan sawah sebagai jaminan gadai 
dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin). Pihak penggadai (rahin) tidak 
diberi sedikitpun dari hasil keuntungan pengolahan sawahnya oleh penerima gadai 
(murtahin). Hal ini terjadi karena praktek pemanfaatan jaminan gadai sudah 




meminta bantuan finansial dijaman ini dengan bermodalkan kepercayaan saja 
tidaklah mudah sehingga mau tidak mau pihak penggadai (rahin) harus merelakan 
sawahnya dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin). Seperti yang dituturkan 
oleh ibu Hafidah (rahin) bahwa 
Yang membuat saya tidak keberatan dengan pemanfaatan sawah tersebut 
karena saya dalam keadaan sangat membutuhkan uang dalam jumlah yang 
besar dan dijaman sekarang ini tidak akan mudah untuk meminta bantuan 
uang jika bermodalkan kepercayaan saja.15 
 
Selain dari sulitnya meminta bantuan finansial, pemanfaatan barang gadai 
pun dilakukan dengan alasan bahwa hal itu sudah menjadi kebiasaan yang 
dilakukan oleh masyarakat Desa Talungeng secara turun temurun. Seperti yang 
diungkapkan oleh bapak Bahar (murtahin),  
Bahwasanya pemanfaatan jaminan gadai sepenuhnya dikuasai oleh pihak 
murtahin itu sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun dan saya pun 
mengikuti hal tersebut dengan mengolah dan mengambil hasil panen yang 
dihasilkan dari sawah tersebut sampai pihak penggadai dalam hal ini yang 
berutang bisa melunasi hutangnya.16 
 
Dari penjelasan yang dikemukakan oleh ibu Hafidah dan bapak Bahar 
dapat diketahui bahwa  dalam hal pemanfaatan sawah yang dilakukan oleh 
penerima gadai mendapat izin dari pihak penggadai. Hal ini dilakukan pemberi 
gadai untuk mendapatkan pinjaman uang mengingat dijaman sekarang tidak 
mudah mendapatkan pinaman dengan bermodalkan kepercayaan saja sehingga 
pemberi gadai pun memberi izin kepada penerima gadai memanfaatkan sawah 
miliknya demi mendapatkan sejumlah pinjaman modal. 
Selain itu, dari penjelasan tersebut diatas juga diketahui bahwa 
pemanfaatan sawah oleh penerima gadai sebenarnya telah berlangsung sejak lama  
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dan bahkan telah menjadi kebiasaan turun temurun dan sampai saat ini pun 
pemanfaatan jaminan oleh penerima gadai (murtahin) masih dipraktikkan oleh 
masyarakat di Desa Talungeng. 
b. Waktu penguasaan gadai 
Fenomena praktek gadai terkait waktu pemanfaatan gadai di Desa 
Talungeng dilakukan dengan perjanjian antara pihak yang menggadaikan sawah 
dengan yang menerima gadai sawah. Apabila dari pihak yang menggadaikan 
sawah belum mampu melunasi hutangnya, maka secara otomatis gadai sawah 
akan berlanjut tanpa batas waktu yang ditentukan Sehingga seringkali 
mengakibatkan gadai tersebut berlangsung bertahun-tahun. Jika dilihat dari hasil 
panen sawah dari tahun-tahun sebelumnya  bahkan sudah ada yang bisa melunasi 
hutang gadai sawah tersebut. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Hafidah saat wawancara 
dirumah beliau yang mengatakan bahwa: 
Gadai sawah yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu disebabkan oleh 
saya sendiri yang saat ini belum mau membayar utang karena saya lebih 
memilih gunakan uang yang saya punya untuk keperluan yang lain 
dibanding bayar utang dan saya lakukan itu karena bapak Bahar tidak 
menagih ataupun mendesak saya untuk melunasi utang yang saya pinjam 5 
tahun yang lalu.17 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hafidah diatas dapat diketahui 
bahwa pemanfaatan jaminan yang berlangsung bertahun-tahun bukan saja 
disebabkan oleh tidak mampunya penggadai membayar utang akan tetapi 
penggadai lebih memilih memanfaatkan uang yang semestinya digunakan untuk 
bayar utang malah digunakan untuk keperluan lain. 
                                                             




Kaitannya dengan pengembalian barang gadai, penggadai yang 
menjadikan sawah sebagai jaminan menebusnya kepada penerima gadai 
(murtahin) dengan sejumlah uang yang telah menjadi kesepakatan awal. Ketika 
uang yang dipinjam sudah dikembalikan kepada penerima gadai (murtahin) maka 
selesai akad gadai diantara keduanya 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan penerima gadai, banyak 
terjadi jika sampai batas waktu atau jatuh tempo sipenggadai belum mampu untuk 
membayar hutangnya sehingga jika sawah tersebut digarap oleh penerima gadai 
maka dia masih berhak menggarap sawah tersebut sampai penggadai melunasi 
pinjamannya. Seperti keterangan bapak bahar bahwa : 
Ada sawah yang masih saya tahan dan sudah berlangssung selama tujuh 
tahun. Hal ini dikarenakan pemilik tanah belum mampu melunasi 
hutangnya18 
C. Faktor-faktor yang mendorong Masyarakat dalam Melakukan Gadai 
Sawah  di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. 
Alasan utama yang melatarbelakangi terjadinya praktek gadai di Desa 
Talungeng ialah karena masyarakat lebih memilih transaksi gadai dari pada 
meminjam di lembaga keuangan karena prosedur yang ada pada lembaga 
keuangan rumit dan butuh proses yang lama dan juga harus mengangsur bunga 
tiap bulannya, sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi harus cepat dan sifatnya 
mendesak. Sehingga langkah yang paling bijak yang dapat diambil dalam rangka 
                                                             




menyelesaikan permasalahannya adalah melaksanakan transaksi gadai dengan 
sesama tetangga. 
Terjadinya praktek gadai yang dilakukan masyarakat desa Talungeng 
disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 
1.  Untuk biaya pendidikan 
Biaya pendidikan juga menjadi salah satu alasan masyarakat Desa 
Talungeng untuk menggadaikan sawahnya. Seperti yang dialami oleh ibu 
Rosnatang yang telah menggadaikan sawahnya seluas 600 m2 dengan jumlah uang 
yang diterima sebesar Rp.15.000.000,- sebagian uang hasil gadai sawah tersebut 
dikirimkan kepada anaknya bernama Agustan yang menempuh pendidikan disalah 
satu perguruan tinggi Negeri di kota Makassar, anak dari ibu Rosnatang tersebut 
sudah semester akhir sehingga anaknya meminta uang yang jumlahnya lebih 
tinggi dari semester sebelumya karena uang tersebut bukan hanya digunakan 
untuk pembayaran semester akan tetapi uangnya juga digunakan untuk biaya 
penyusunan skripsi.19 
Kesadaran untuk menuntut ilmu dikalangan masyarakat desa Talungeng 
lebih besar di miliki oleh masyarakat yang tergolong tidak mampu dibanding 
masyarakat yang tergolong mampu dalam hal finansial. Itulah yang dialami oleh 
bapak Sakka yang menggadaikan sawahnya seluas 400 m2 dengan jumlah uang 
yang diterima sebesar Rp. 5.000.000,- untuk biaya pendidikan anaknya.20 
                                                             
19Rosnatang  (rahin), Wawancara, (20 oktober 2016). 




2. Modal untuk usaha 
Salah satu yang menjadi alasan penggadai (rahin) menggadaikan sawahnya 
ialah karena membutuhkan uang untuk memambah modal usaha seperti yang 
dilakukan oleh ibu Musdalifah pada saat menggadaikan sawahnya seluas 700 m2 
dengan meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- dari bapak Bahar untuk modal 
usaha. 
Seperti keterangan ibu Musdalifah, menjelaskan bahwa alasannya 
menggadaikan salah satu sawahnya adalah sebagai modal usaha kue kering yang 
akan di jalaninya. Menurutnya, untuk mendapatkan pinjaman uang dalam jumlah 
yang cukup besar dengan cepat melalui gadai sawah miliknya.21 
3. Untuk biaya perawatan di rumah sakit dan biaya berobat. 
Gadai sawah sebagai alternatif transaksi yang dipilih oleh kebanyakan 
masyarakat di Desa Talungeng karena dianggapnya prosedur gadai sawah lebih 
mudah dibanding meminjam uang di lembaga keuangan, sedangkan kebutuhan 
yang harus dipenuhi harus cepat dan mendesak. 
Seperti yang dialami oleh ibu Hafidah sebagai penggadai (rahin), alasan 
beliau menggadaikan sawahnya yang seluas 1 hektar adalah karena adanya 
keperluan mendesak yang harus dipenuhinya yaitu untuk biaya perawatan 




                                                             
21Musdalifah (rahin), Wawancara, (17 oktober 2016). 




4. Biaya perbaikan Kendaraan 
Salah satu yang menjadi alasan penggadai (rahin) menggadaikan sawahnya 
ialah karena membutuhkan uang untuk digunakan biaya perbaikan mobil seperti 
yang dilakukan oleh ibu Hafidah pada saat menggadaikan sawahnya seluas 1 
hektar dengan meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- dari bapak Bahar untuk 
digunakan membiayai perbaikan mobil. 
Seperti keterangan ibu Hafidah, menjelaskan bahwa alasannya 
menggadaikan sawahnya adalah untuk membiayai perbaikan mobilnya yang rusak 
parah akibat keelakaan yang di alami oleh anaknya. Dan sebagiannya di gunakan 
untuk biaya pengobatan anaknya di rumah sakit. Menurutnya dengan 
menggadaikan sawahnya dia dapat membayar biaya perbaikan mobil dan biaya 
pengobatan anaknya di rumah sakit23 
Adapun mengenai alasan penerima gadai (murtahin) melaksanakan praktek 
gadai dijelaskan Bapak Surgawi bahwa, 
terdapat dua alasan praktek gadai di Desa Talungeng, alasan pertama, gadai 
kebun karena alasan sosial. Hal ini dengan maksud saling membantu 
penggadai (rahin), disini penerima gadai (murtahin) tidak melihat luas 
maupun letak sawah yang digadaikan.24 
Ini sama seperti yang dilaksanakan oleh Bapak Firman, bahwa ia 
mengambil gadai saat bapak Syarifuddin membutuhkan uang untuk keperluan 
biaya berobat di rumah sakit dengan i’tikad saling menolong antar tetangga dan 
sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan dari tetangganya tersebut kemudian 
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ia menerima dan mengolah sawah yang dititipkan kepadanya sebagai barang 
jaminan.25  
Alasan kedua, gadai sawah karena alasan komersial. Penerima gadai 
(murtahin) menerima gadai tersebut semata-mata ingin mengambil manfaat atas 
sawah yang digadaikan dengan melihat letak dan luas sawah yang dimiliki 
penggadai, hal ini yang menjadi bahan pertimbangan penerima gadai (murtahin) 
dalam menentukan jumlah besaran pinjaman uang kepada penggadai (rahin).26 Ini 
seperti yang dilaksanakan oleh Bapak Bahar menurutnya daripada uang yang 
dimilikinya didiamkan saja lebih baik dipinjamkan guna memperoleh keuntungan 
tambahan.27 
D. Sistem Pelaksanaan Gadai Sawah Ditinjau Berdasarkan Pandangan 
Ekonomi Islam di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. 
1. Tinjauan akad gadai 
Hal utama yang menjadi prinsipil dalam melaksanakan suatu transaksi 
ialah keabsahan akad, termasuk dalam hal ini praktik gadai. Adapun ketentuan-
ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad berdasarkan rukunnya 
menurut Islam adalah:28 
a. Aqid 
b. Shigat 
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d. Marhun bih 
Kemudian berkaitan dengan syarat gadai diantaranya yaitu: 
a. Orang yang berakad (Aqidain). 
Syarat bagi  aqid  dalam pelaksanaan akad gadai ialah  aqid harus  memiliki  
kecakapan (ahliyah).29 maksudnya  ialah  orang  yang cakap untuk  melakukan  
suatu  perbuatan  hukum  sesuai  dengan  ketentuan Syari’at Islam, yaitu berakal 
dan baligh. Selain itu, aqid  tidak berstatus dalam  pengampuan  (mahjur’alaih).30 
Bahwa  dalam  hal  praktek  gadai sawah tersebut dilaksanakan oleh rahin dan  
murtahin yang memiliki kecakapan baik dari segi fisik maupun dari segi mental. 
Serta lahan sawah yang digunakan sebagai jaminan merupakan lahan milik rahin 
sendiri. 
b. Ma’qud’alaih (barang yang diakadkan). 
Menurut Imam Syafi’i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan  
yang berkriteria jelas dalam serah terima. Bahwa orang yang menggadaikan wajib  
menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai. Berkenaan dengan 
syarat yang melekat pada marhun atau rahin,  para  ulama  menyepakati  
bahwasanya yang menjadi syarat yang harus melekat pada barang gadai  
merupakan syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan, dalam 
praktek gadai sawah tersebut marhun  yang  dimaksudkan  ialah  berupa  tanah 
sawah.   
                                                             
29Gufron A. Mas’adi, Fiqh  Muamalah  Kontekstual, (Jakarta: PT.  Raja  Grafindo Persada, 
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c. Marhun bihi  
Sementara itu yang berkaitan dengan marhun bihi ini harus merupakan  
barang yang dapat dimanfaatkan, apabila marhun bihi ini tidak dapat 
dimanfaatkan, maka dianggap tidak sah. Selain itu, marhun bihi haruslah  
merupakan barang yang dapat dihitung jumlahnya, dalam praktek gadai tersebut  
marhun bihi-nya berupa uang. Berkenaan dengan ma’qud’alaih tersebut, baik  
marhun (sawah) maupun  marhun  bih langsung ada saat akad dilaksanakan. 
Yakni penyerahan uang dari murtahin secara langsung, dan penyerahan tanah 
sawah secara lisan oleh rahin. 
d. Shighat (Ijab dan Qabul). 
Berkenaan dengan shighat dalam pelaksanaan praktek gadai sawah  
tersebut  sudah  memenuhi  kriteria  sighatul aqdi,  yakni  telah memenuhi tiga 
ketentuan (urusan) pokoknya, yaitu: 
1) Harus terang pengertiannya 
2)  Harus bersesuaikan antara ijab dan qabul 
3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang 
bersangkutan. 31 
Dalam praktek gadai yang terjadi dalam masyarakat Desa Talungeng 
tersebut ada yang dilakukan secara tertulis dan ada juga yang tidak tertulis, namun 
akad tersebut sudah memenuhi rukun gadai. Yaitu adanya ‘aqidayn (rahin dan 
murtahin), marhun (barang yang digadaikan), marhun bih (utang) dan sighat. 
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Akad tersebut juga sudah memenuhi syarat-syarat rahn, dari segi ‘aqidayn 
adalah termasuk orang yang sudah dewasa, cerdas dan berakal. Masyarakat yang 
melakukan akad ini sudah memenuhi kriteria tersebut. Barang yang digadaikan 
dapat dinilai dengan uang, hal ini juga sudah memenuhi syarat karena yang biasa 
dijadikan barang gadai adalah sawah yang sudah jelas dapat dinilai dengan uang. 
Barang yang digadaikan oleh masyarakat tersebut juga merupakan milik sendiri.  
2. Pemanfaatan obyek gadai dengan waktu berjangka 
Dalam akad gadai yang terjadi di Masyarakat Desa Talungeng memiliki 
objek waktu dalam jangka waktu tertentu. Objek gadai memiliki batas waktu 3 
tahun penggadaian, dimana dalam waktu tersebut objek gadai tidak dapat 
diserahkan pada pemilik sawah sampai waktu 3 tahun tersebut berakhir. Dan pada 
saat jatuh tempo, dan si pemilik sawah belum mampu melunasinya maka 
pelunasan hutang dapat ditangguhkan dengan jangka waktu yang tidak di tentukan 
sampai pemilik sawah dapat melunasi hutangnya sehingga perjanjian diantara 
keduanya bisa berlangsung cukup lama, bahkan sampai puluhan tahun. Dalam 
Islam, masalah jangka waktu dalam gadai memang tidak ada batasan yang jelas, 
hanya saja Allah menganjurkan jika orang yang berhutang belum mampu untuk 
melunasi hutangnya, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, hal ini 
terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2 :280 sebagai berikut: 
                        






Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh 
sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua 
utang) itu, lebihbaik bagimu, jika kamu mengetahui.32  
Namun dengan tidak adanya batasan waktu ketika sudah jatuh tempo 
tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru di masyarakat Desa Talungeng 
yang ujung-ujungnya berakhir pada sengketa. Hal ini dimungkinkan ketika orang 
yang melakukan akad tersebut sudah meninggal, sehingga antara pihak yang 
terkait bisa saja berselisih tentang masalah tersebut.  
Padahal Rasulullah sendiri menganjurkan adanya ketentuan waktu atau jatuh 
tempo dalam sebuah akad perjanjian. Hal tersebut berdasarkan pada hadits yang 
diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas r.a. bahwasanya ketika Rasulullah SAW. datang 
ke Madinah, saat itu orang-orang menghutangkan uang untuk ditukar dengan 
kurma selama dua atau tiga tahun. Kemudian beliau bersabda: 
”Barang siapa yang memberi hutang dengan pembayaran kurma, maka 
lakukanlah dalam takaran tertentu, timbangan tertentu, dan sampai masa 
tertentu”.33 
Masyarakat Desa Talungeng, walaupun ‘aqidayn (dua orang yang 
melakukan akad) sudah meninggal dunia, akad perjanjiannya tetap berjalan dan 
dilanjutkan oleh ahli warisnya sampai hutang itu dilunasi. Padahal menurut ulama 
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Malikiyyah salah satu yang menyebabkan akad rahn habis adalah dengan 
meninggalnya salah satu pihak yang berakad.34 
Pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa Talungeng ini sudah 
menyalahi aturan agama karena pemanfaatan barang gadai tersebut dikuasai 
penuh oleh murtahin, dan rahin selaku pemilik sah tanah tersebut tidak 
mempunyai hak sama sekali untuk mengelola dan mengambil manfaatnya.  
Murtahin boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut hanya 
sebatas untuk biaya perawatan. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad 
SAW. yaitu :  
 :َمهلَسَو ِهْيَلَع ُ هاللَّ ىهلَص ِ هاللَّ ِلوُسَر  َلَاق  َةَرْيَرُه ِيَبأ نع
 ُبَرُْشي ِ رهدلا َُنبَلَو ,ًانوُهْرَم َناَك َاِذإ ِِهَتَقفَنِب ُبَكُْري ُرْههظلا
 َيَو ُبَكْرَي يِذهلا َىلَعَو ,ًانوُهْرَم َناَك َاِذإ ِِهتَقَفَنِبَةقَفهنلا ُبَرْش  
Artinya: 
“Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasullullah Saw. bersabda: punggung 
binatang yang digadaikan boleh ditunggangi dengan biaya sendiri. Susu 
binatang yang digadaikan boleh diminum atas biaya sendiri.Bagi orang yang 
menunggang dan minum wajib membiayai”. (Hadits Riwayat Bukhari).35 
 
Adapun mayoritas fuqaha’ dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, dan 
Syafi‘iyyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat 
barang gadaian karena manfaatnya tetap menjadi hak penggadai. Hal ini 
berdasarkan hadits sebagai berikut 
 “Ia (pemegang gadai) tidak boleh menutup hak gadaian dari pemiliknya 
yang menggadaikan. Ia berhak memperoleh bagiannya dan dia wajib 
membayar hutangnya.” (HR. Al Baihaqi).36 
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Pengambilan manfaat barang gadai yang terjadi dalam masyarakat tersebut 
jelas-jelas bertentangan dengan Hukum Islam. Hal tersebut jika berlangsung lama  
sangat merugikan pada rahin, karena selain dia menanggung beban hutang dia 
juga harus kehilangan manfaat dari sawah yang dijadikan jaminan hutang itu. 
Praktek pengambilan manfaat tersebut menurut hemat penulis merupakan 
sebuah bentuk pemerasan atau pengambilan harta orang dengan cara bathil yang 
dalam Islam jelas-jelas dilarang. Dalam hal ini Allah SWT. Berfirman dalam QS. 
An-Nisa’/4:29. 
                       
                       
       
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.37 
Praktek gadai dengan pemanfaatan yang sepenuhnya dikuasai oleh 
murtahin tersebut sudah lama terjadi di Desa Talungeng. Hal ini seakan sudah 
menjadi tradisi, karena rata-rata praktek gadai seperti itulah yang dijalankan oleh 
masyarakat. Sekiranya ada formulasi baru yang lebih baik dalam pegambilan 
manfaat barang gadai tersebut mungkin akan tercipta tatanan hukum yang benar 
                                                             




benar sejalan dengan kaedah Islam. Seperti yang ditawarkan oleh M. Ali Hasan 
dalam bukunya Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam:  
barang jaminan seperti sawah atau ladang hendaknya diolah supaya tidak 
mubazir (tidak produktif) dan mengenai hasilnya dapat dibagi antara 
pemilik dan pegadai (penerima gadai), atas kesepakatan bersama. Ada satu 
hal amat penting yang perlu diingat, bahwa hasilnya tidak boleh menjadi 
hak sepenuhnya pegadai seperti yang berlaku dalam masyarakat dan praktek 
semacam inilah yang diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran 
Islam.38 
Sekiranya formulasi di atas di praktekkan di masyarakat dan kedua belah 
pihak, maka akad gadai tersebut akan menjadi lebih baik, sehingga akad tersebut 
benar-benar sejalan dengan Hukum Islam. 
Dari uraian diatas penulis menegaskan bahwa praktek gadai tanpa batas 
waktu dengan pengambilan manfaat sawah sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya 
oleh murtahin yang terjadi di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten 
Bone tersebut tidak sah menurut Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijma‘ Ulama.  
                                                             






Berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan Ekonomi Islam terhadap 
praktek gadai sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sistem pelakasanaan gadai sawah di Desa Talungeng pada umumnya 
penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam 
sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang 
jaminan. hak penguasaan/pemanfaatan sawah berada di tangan penerima 
gadai (murtahin) sampai pelunasan utang. Pembayaran utang berjangka 
waktu selama 3 tahun. Akadnya berakhir ketika penggadai (rahin) 
membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam. 
2. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan praktek gadai 
sawah di Desa Talungeng antara lain, yaitu: 
1. Untuk biaya pendidikan 
2. Untuk modal usaha 
3. Untuk biaya perawatan di rumah sakit 
4. Untuk biaya perbaikan kendaraan 
3. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talungeng jika ditinjau 
dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Adapun 
mengenai pengambilan manfaat sawah sebagai jaminan dikuasai 
sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin) yang terjadi di Desa Talungeng 





B. Implikasi Penelitian 
Dengan adanya uraian-uraian diatas maka dapat, maka penulis memberikan 
saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan. 
1. Mengenai  pelaksanaan  gadai sawah tersebut,  antara  Pemberi  Gadai 
(rahin)  dan Penerima  Gadai (murtahin)  harus  ada  kejelasan  mengenai  
waktu  pengembalian hutang  dan  barang  jaminan setelah jatuh tempo,  
sehingga  pelaksanaan  gadai  tidak  berlarut lama. 
2. Bahwa dalam pelaksanaan praktik gadai Sawah jangan sampai  
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